PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan
penghapusan jabatan dan kelas jabatan, serta
penataan birokrasi di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, perlu menyesuaikan jabatan
dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

—

Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
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5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil,
pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil atau
yang setara, pegawai badan layanan umum, dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik  serta  administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal
jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada
hasil evaluasi jabatan dan indeks prestasi Pegawai.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2
(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
jabatannya.
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Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;

b. Jabatan Administrasi; dan

c. Jabatan Fungsional.

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. jabatan administrator;

b. jabatan pengawas; dan

c. jabatan pelaksana.

Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur
jabatan.
Kelas Jabatan bagi pegawai badan layanan umum di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ditetapkan oleh pimpinan badan layanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daftar nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan untuk
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) sebagai salah satu komponen pemberian

Tunjangan Kinerja.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak

penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:

a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang
diterima mengalami penurunan, maka
penghasilannya dibayarkan sebesar
penghasilannya pada Jabatan Administrasi
sebelumnya; atau

b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang
diterima lebih besar atau sama dengan besaran
penghasilan pada saat menjadi pejabat
administrasi, maka penghasilannya dibayarkan
sesuai penghasilan yang diterima pada Jabatan
Fungsionalnya.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) untuk jabatan dan Kelas Jabatan:
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a. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan;

Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan
Lingkungan;

Analis Akuakultur;

Teknisi Akuakultur;

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;

Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

j- Pengawas Kelautan;

k. Asisten Pengawas Kelautan;

1.  Pengelola Kesehatan Ikan; dan

m. Teknisi Kesehatan Ikan,

diberikan terhitung sejak dilantiknya pejabat tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tunjangan Kinerja untuk jabatan dan Kelas Jabatan
yang tidak tersebut pada ayat (1) diberikan terhitung
sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 /PERMEN-
KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 954), tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru
dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 27 /PERMEN-KP/2020
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 954), dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.

=

= R I N

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-
KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 954),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Setara
Eselon V di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

KELAS
NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
A. SEKRETARIAT JENDERAL
1. Sekretaris Jenderal 17
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 16
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan 16
Antarlembaga
4. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut 16
Biro Perencanaan
5. | Kepala Biro Perencanaan | 15
Biro Keuangan
0. \ Kepala Biro Keuangan \ 15
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 15
Organisasi
Biro Hukum
8. | Kepala Biro Hukum | 15
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 15
Sama Luar Negeri
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
10. | Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 15
11. | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 12
12. | Kepala Subbagian Rumah Tangga 10
13. | Kepala Subbagian Perlengkapan 10
14. | Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha 12
Pimpinan
15. | Kepala Subbagian Protokol 10
16. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan 10
Pusat Data, Statistik, dan Informasi
17. | Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi 15
18. | Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan
19. | Kepala Subbagian Umum 10
B. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
1. \ Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut \ 17
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KELAS
NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan 15
Ruang Laut
Direktorat Perencanaan Ruang Laut
3. \ Direktur Perencanaan Ruang Laut 15
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-
. 15
Pulau Kecil
Direktorat Jasa Kelautan
5. | Direktur Jasa Kelautan | 15
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
6. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman
. 15
Hayati Laut
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 13
dan Laut
8. Kepala Subbagian Umum 10
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
9. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan 13
Nasional
10. | Kepala Subbagian Umum 10
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
11. | Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 12
dan Laut
12. | Kepala Urusan Umum 9
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
13. | Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan 12
Nasional
14. | Kepala Urusan Umum 9
C. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
1. ‘ Direktur Jenderal Perikanan Tangkap \ 17
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan 15
Tangkap
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. | Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 15
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan 15
Ikan
Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5. | Direktur Kepelabuhanan Perikanan | 15
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6. | Direktur Perizinan dan Kenelayanan | 15
Balai Besar Penangkapan Ikan
7. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan 14
8. Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera 14
10. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara
11. | Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
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KELAS
NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
12. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Pantai
13. | Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai 12
14. | Kepala Urusan Umum 9
D. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA
1. | Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 17
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
2. Sekretaris  Direktorat Jenderal Perikanan 15
Budidaya
Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan
3. \ Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan 15
Direktorat Perbenihan
4. \ Direktur Perbenihan 15
Direktorat Pakan dan Obat Ikan
5. | Direktur Pakan dan Obat Ikan 15
Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
6. | Direktur Produksi dan Usaha Budidaya 15
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air 14
Tawar
8. Kepala Subbagian Umum 10
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau
9. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air 14
Payau
10. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Besar Perikanan Budidaya Laut
11. | Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 14
12. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
13. | Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar 13
14. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Payau
15. | Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau 13
16. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Laut
17. | Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut 13
18. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
19. | Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan 13
Budidaya
20. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
21. | Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 13
Kekerangan
22. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
23. | Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan 13
Lingkungan
24. | Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
E. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

17

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

dan Perikanan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya 15
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Direktorat Usaha dan Investasi

3. | Direktur Usaha dan Investasi | 15

Direktorat Logistik

4. | Direktur Logistik | 15

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

5. | Direktur Pengolahan dan Bina Mutu | 15

Direktorat Pemasaran

0. \ Direktur Pemasaran \ 15

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

7. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk 14
Kelautan dan Perikanan

8. Kepala Subbagian Umum 10

F. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

17

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan 15
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

3. | Direktur Pemantauan dan Operasi Armada | 15

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

4. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 15
Kelautan

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

S. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 15
Perikanan

Direktorat Penanganan Pelanggaran

0. \ Direktur Penanganan Pelanggaran 15

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

7. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
. 13
Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Subbagian Umum 10
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan
10. | Kepala Urusan Umum 9
G. INSPEKTORAT JENDERAL
1. \ Inspektur Jenderal \ 17
Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | 15
Inspektorat I
3. |InspekturI | 15
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KELAS

NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
Inspektorat II

4. | Inspektur II | 15
Inspektorat III

S. \ Inspektur III \ 15
Inspektorat IV

6. |Inspektur IV | 15
Inspektorat V

7. | Inspektur V | 15

H. BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

1.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

17

Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan
2. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya 15
Manusia Kelautan dan Perikanan
Pusat Riset Kelautan
3. | Kepala Pusat Riset Kelautan | 15
Pusat Riset Perikanan
4. | Kepala Pusat Riset Perikanan | 15
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
S. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan 15
Perikanan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
. 15
Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
7. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan
: 14
Penyuluhan Perikanan
8. Kepala Subbagian Umum 10

Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan

0. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan 14
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

10. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

11. | Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi 14
Kelautan dan Perikanan

12. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

13. | Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum 13
dan Penyuluhan Perikanan

14. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

15. | Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar
. 13
dan Penyuluhan Perikanan
16. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

17. | Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau
. 13
dan Penyuluhan Perikanan
18. | Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN
Balai Riset Perikanan Laut
19. | Kepala Balai Riset Perikanan Laut 13
20. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Riset Budidaya Ikan Hias
21. | Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias 13
22. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Riset Pemuliaan Ikan
23. | Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan 13
24. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
25. | Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 13
26. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
27. | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 13
28. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
29. | Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan 13
Perikanan
30. | Kepala Subbagian Umum 10
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
31. | Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil 12
Perikanan
Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
32. | Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan 12
Pesisir
33. | Kepala Urusan Umum 9
Loka Riset Perikanan Tuna
34. | Kepala Loka Riset Perikanan Tuna 12
35. | Kepala Urusan Umum 9
Loka Riset Budidaya Rumput Laut
36. | Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut 12
37. | Kepala Urusan Umum 9
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
38. | Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 12
39. | Kepala Urusan Umum 9
Politeknik Ahli Usaha Perikanan
40. | Kepala Subbagian Umum 10
Politeknik Kelautan dan Perikanan
41. | Kepala Subbagian Umum | 10
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
42. | Kepala Subbagian Umum | 10
Sekolah Usaha Perikanan Menengah
43. \ Kepala Subbagian Umum \ 10
I.  BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian 17
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Sekretariat Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan
2. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian 15
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
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KELAS

NO. NOMENKLATUR JABATAN JABATAN

Pusat Karantina Ikan

3. | Kepala Pusat Karantina Ikan | 15

Pusat Pengendalian Mutu

4. \ Kepala Pusat Pengendalian Mutu \ 15

Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

S. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan 15
Kepatuhan

Balai Besar Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan

6. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian 14
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

7. Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan

8. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian 13
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

9. Kepala Subbagian Umum 10

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan

10. | Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

11. | Kepala Urusan Umum 9

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
Hasil Perikanan

dan Keamanan

12. | Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 13
Perikanan

13. | Kepala Subbagian Umum 10

Daftar Jabatan pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan

NO. | NOMENKLATUR JABATAN
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
1. Direktur

2. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern

3. Kepala Divisi Perencanaan dan Umum

4. Kepala Subdivisi Perencanaan, Data, dan Informasi
S. Kepala Subdivisi Umum

6. Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha

7. Kepala Subdivisi Operasional

8. Kepala Subdivisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha
9. Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko

10. | Kepala Subdivisi Keuangan

11. | Kepala Subdivisi Pengelolaan Risiko

12. | Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha
13. | Kepala Subdivisi Pengelolaan Aset

14. | Kepala Subdivisi Pengembangan Usaha

15. | Analis Barang Milik Negara

16. | Analis Data Badan Layanan Umum

17. | Analis Kemitraan

18. | Analis Manajemen Risiko

19. | Analis Pelayanan
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NO. NOMENKLATUR JABATAN

20. | Analis Pinjaman dan Obligasi

21. | Analis Penerimaan dan Jaminan

22. | Analis Perbendaharaan

23. | Analis Perencanaan Bisnis

24. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

25. | Analis Hukum

26. | Penyusunan Program Kelembagaan dan Kerja Sama
27. | Analis Satuan Pengawas Internal

28. | Analis Sistem Informasi

29. | Analis Sumber Daya Manusia

30. | Fasilitator Kemitraan

31. | Pengelola Data Belanja dan Laporan

32. | Pengelola Penyaluran Pinjaman dan Hibah

33. | Pengelola Kepegawaian

34. | Pengelola Layanan Kehumasan

35. | Pengolah Data Kebijakan Portofolio dan Risiko Pembiayaan
36. | Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
37. | Pengelola Rumah Tangga

38. | Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit

39. | Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan

40. | Pengolah Data Pencairan Dana

41. | Analis Audit

42. | Pengolah Data

43. | Analis Laporan Hasil Audit

44. | Penyusun Laporan Keuangan

45. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

46. | Verifikator Keuangan

II1. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
Analis Akuakultur

1. Analis Akuakultur Ahli Utama 13
2. Analis Akuakultur Ahli Madya 11
3. Analis Akuakultur Ahli Muda 9

4, Analis Akuakultur Ahli Pertama 8
Teknisi Akuakultur

1. Teknisi Akuakultur Penyelia 8

2. Teknisi Akuakultur Mahir 7

3. Teknisi Akuakultur Terampil 6

4, Teknisi Akuakultur Pemula )
Analis Anggaran

1. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya 12
2. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda 10
3. Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama 8
Analis Data Ilmiah

1. Analis Data Ilmiah Ahli Muda 9

2. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama 8
Analis Hukum

1. Analis Hukum Ahli Madya 11
2. Analis Hukum Ahli Muda 9

3. Analis Hukum Ahli Pertama 8
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KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
Analis Kebijakan
1. Analis Kebijakan Utama 14
2. Analis Kebijakan Madya 12
3. Analis Kebijakan Muda 10
4. Analis Kebijakan Pertama 8
Analis SDM Aparatur
1. Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12
2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10
3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8
Pranata SDM Aparatur
1. Pranata SDM Aparatur Penyelia 8
2. Pranata SDM Aparatur Mahir 7
3. Pranata SDM Aparatur Terampil 6
Analis Pasar Hasil Perikanan
1. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Utama 14
2. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya 12
3. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 10
4. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama 8
S. Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia 8
6. Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir 7
7. Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil 6

Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

1. Analis  Pengelolaan  Keuangan  Anggaran 12
Pendapatan Belanja Negara Ahli Madya

2. Analis  Pengelolaan  Keuangan  Anggaran 10
Pendapatan Belanja Negara Ahli Muda

3. Analis  Pengelolaan  Keuangan  Anggaran 3
Pendapatan Belanja Negara Ahli Pertama

Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

1. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan 9
Belanja Negara Penyelia

2. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan 3
Belanja Negara Mahir

3. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan 7
Belanja Negara Terampil

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

1. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama 14

2. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya 12

3. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda 10

4. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama 8

Analis Standardisasi

1. Analis Standardisasi Ahli Madya 11

2. Analis Standardisasi Ahli Muda 9

3. Analis Standardisasi Ahli Pertama 8

Arsiparis

1. Arsiparis Ahli Madya 11

2. Arsiparis Ahli Muda 9

3. Arsiparis Ahli Pertama 8

4. Arsiparis Penyelia 8

S. Arsiparis Mahir 7

6. Arsiparis Terampil 6

Asesor SDM Aparatur
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
1. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama 14
2. Asesor SDM Aparatur Ahli Madya 12
3. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda 10
4. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama 8
Auditor
1. Auditor Ahli Utama 14
2. Auditor Ahli Madya 12
3. Auditor Ahli Muda 10
4. Auditor Ahli Pertama 8
5. Auditor Penyelia 9
6. Auditor Mahir 7
7. Auditor Terampil 6
Dokter
1. Dokter Ahli Madya 12
2. Dokter Ahli Muda 10
Dokter Gigi
1. Dokter Gigi Ahli Utama 14
2. Dokter Gigi Ahli Madya 12
3. Dokter Gigi Ahli Muda 10
4. Dokter Gigi Ahli Pertama 9
Dosen
1. Profesor 15
2. Lektor Kepala 13
3. Lektor 11
4. Asisten Ahli 9
Guru
1. Guru Ahli Madya 11
2. Guru Ahli Muda 9
3. Guru Ahli Pertama 8
Instruktur
1. Instruktur Ahli Madya 12
2. Instruktur Ahli Muda 10
3. Instruktur Ahli Pertama 8
4. Instruktur Penyelia 8
S. Instruktur Mahir 7
0. Instruktur Terampil 6
Inspektur Mutu Hasil Perikanan
1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama 14
2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya 12
3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda 10
4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama 8
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia 8
2. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir 7
3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan 6

Terampil
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ahli Utama 13
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KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
2. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 11
Ahli Madya
3. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 10
Ahli Muda
4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
: 8
Ahli Pertama
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan 3
Perikanan Penyelia
2. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
. . 7
Perikanan Mahir
3. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan 6
Perikanan Terampil
Penata Laksana Barang
1. Penata Laksana Barang Penyelia 9
2. Penata Laksana Barang Mahir 8
3. Penata Laksana Barang Terampil 7
Penerjemah
1. Penerjemah Ahli Utama 13
2. Penerjemah Ahli Madya 11
3. Penerjemah Ahli Muda 9
4. Penerjemah Ahli Pertama 8
Pengawas Kelautan
1. Pengawas Kelautan Ahli Utama 14
2. Pengawas Kelautan Ahli Madya 12
3. Pengawas Kelautan Ahli Muda 10
4. Pengawas Kelautan Ahli Pertama 8
Asisten Pengawas Kelautan
1. Asisten Pengawas Kelautan Penyelia 9
2. Asisten Pengawas Kelautan Mahir 8
3. Asisten Pengawas Kelautan Terampil 6
4. Asisten Pengawas Kelautan Pemula S
Pengawas Perikanan
1. Pengawas Perikanan Ahli Utama 14
2. Pengawas Perikanan Ahli Madya 12
3. Pengawas Perikanan Ahli Muda 10
4. Pengawas Perikanan Ahli Pertama 8
Asisten Pengawas Perikanan
1. Asisten Pengawas Perikanan Penyelia 8
2. Asisten Pengawas Perikanan Mahir 7
3. Asisten Pengawas Perikanan Terampil 6
4. Asisten Pengawas Perikanan Pemula 5
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama 14
2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya 12
3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda 10
4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 3
Pertama
Pengelola Kesehatan lkan
1. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama 13
2. Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya 12
3. Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda 9

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih. kkp.go.id/



-17 -

KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN

4. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama 8

Teknisi Kesehatan Ikan

1. Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia 8

2. Teknisi Kesehatan Ikan Mahir 7

3. Teknisi Kesehatan Ikan Terampil 6

4. Teknisi Kesehatan Ikan Pemula S

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

1. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 13
Utama/Ahli Utama

2. Pengelola Produksi Perikanan  Tangkap 12
Madya/Ahli Madya

3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 10
Muda/Ahli Muda

4. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 3
Pertama/Ahli Pertama

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

1. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 9
Penyelia

2. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 7
Pelaksana Lanjutan/Mahir

3. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

. 6

Pelaksana/Terampil

4. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 5
Pelaksana Pemula/Pemula

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12

2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8

Pengembang Teknologi Pembelajaran

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10

2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli 8
Pertama

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Utama 14

2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya 12

3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda 10

4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli 3
Pertama

Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

1. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 8
Penyelia

2. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 7
Mahir

3. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 6
Terampil

4. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 5
Pemula

Penyuluh Perikanan

1. Penyuluh Perikanan Ahli Utama 14

2. Penyuluh Perikanan Ahli Madya 12

3. Penyuluh Perikanan Ahli Muda 10

4 Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 8

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih. kkp.go.id/



- 18 -

KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
Asisten Penyuluh Perikanan
1. Asisten Penyuluh Perikanan Penyelia 8
2. Asisten Penyuluh Perikanan Mahir 7
3. Asisten Penyuluh Perikanan Terampil 6
Perancang Peraturan Perundang-undangan
1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 14
Utama
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 12
Madya
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 10
Muda
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 3
Pertama
Perawat
1. Perawat Ahli Madya 11
2. Perawat Ahli Muda 9
3. Perawat Ahli Pertama 8
4. Perawat Penyelia 8
S. Perawat Mahir 7
6. Perawat Terampil 6
Perawat Gigi
1. \ Perawat Gigi Terampil 6
Perencana
1. Perencana Ahli Utama 14
2. Perencana Ahli Madya 12
3. Perencana Ahli Muda 10
4. Perencana Ahli Pertama 8
Pranata Humas
1. Pranata Humas Ahli Madya 11
2. Pranata Humas Ahli Muda 9
3. Pranata Humas Ahli Pertama 8
4. Pranata Humas Penyelia 8
S. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
0. Pranata Humas Pelaksana/Terampil 6
Pranata Komputer
1. Pranata Komputer Ahli Utama 13
2. Pranata Komputer Ahli Madya 11
3. Pranata Komputer Ahli Muda 9
4. Pranata Komputer Ahli Pertama 8
S. Pranata Komputer Penyelia 8
6. Pranata Komputer Mahir 7
7. Pranata Komputer Terampil 6
Pranata Laboratorium Kesehatan
1. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda/Ahli 9
Muda
Pranata Laboratorium Pendidikan
1. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama 8
2. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia 8
3. Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir 7
4. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil 6
Pustakawan
1. | Pustakawan Ahli Utama 13
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NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

Pustakawan Ahli Madya

11

Pustakawan Ahli Muda

Pustakawan Ahli Pertama

Pustakawan Penyelia

Pustakawan Mahir

NGO P LN

Pustakawan Terampil
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Statistisi

Statistisi Ahli Utama

Statistisi Ahli Madya

Statistisi Ahli Muda

Statistisi Ahli Pertama

Statistisi Penyelia

Statistisi Mahir

Statistisi Terampil

urveyor Pemetaan

Surveyor Pemetaan Ahli Utama

Surveyor Pemetaan Ahli Madya

Surveyor Pemetaan Ahli Muda

Surveyor Pemetaan Ahli Pertama

Surveyor Pemetaan Penyelia

Surveyor Pemetaan Mahir
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Surveyor Pemetaan Terampil

Widy

aiswara

1.

Widyaiswara Ahli Utama

Widyaiswara Ahli Madya

Widyaiswara Ahli Muda

3.
4.

Widyaiswara Ahli Pertama

IV. Daftar Jabatan dan Kelas

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jabatan Pelaksana di

Lingkungan

NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

Nakhoda Kapal Pengawas

9

Nakhoda

Kepala Kamar Mesin

Syahbandar Pelabuhan Perikanan

Analis Advokasi Hukum

Analis Barang Milik Negara

Analis Data dan Informasi

Analis Data dan Statistik
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Analis Diklat

—
o

Analis Dokumen Perizinan

—
—

Analis Hasil Penanganan Pelanggaran

—_
ol

Analis Hukum

—_
@

Analis Humas

—
>

Analis Jasa Kelautan

—
b

Analis Kapal Pengawas

—_
o

Analis Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

—_
N

Analis Kelautan dan Perikanan

—_
®

Analis Kelembagaan

—_
0

Analis Kenelayanan

)
o

Analis Kepelabuhan Perikanan
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
21. | Analis Kerja Sama 7
22. | Analis Kesyahbandaran 7
23. | Analis Keuangan 7
24. | Analis Kinerja 7
25. | Analis Kompetensi 7
26. | Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah 7

Pesisir
27. | Analis Konservasi Kawasan 7
28. | Analis Laboratorium 7
29. | Analis Laporan Hasil Pengawasan 7
30. | Analis Manajemen Risiko 7
31. | Analis Materi Penyuluhan 7
32. | Analis Metode Penyuluhan 7
33. | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
34. | Analis Mutu Hasil Perikanan 7
35. | Analis Organisasi 7
36. | Analis Pelayanan 7
37. | Analis Pelayanan Publik 7
38. | Analis Pengaduan Masyarakat 7
39. | Analis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 7

Perikanan
40. | Analis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 7

Kependidikan
41. | Analis Pengembangan Pasar 7
42. | Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 7
43. | Analis Penyidikan 7
44. | Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 7
45. | Analis Perencanaan 7
46. | Analis Perikanan Budidaya 7
47. | Analis Peserta Didik 7
48. | Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7
49. | Analis Protokol 7
50. | Analis Publikasi 7
51. | Analis Rencana Program dan Kegiatan 7
52. | Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum 7
53. | Analis Sistem Informasi dan Jaringan 7
54. | Analis Sistem Mutu Laboratorium Pengujian 7
55. | Analis Sumber Daya Ikan 7
56. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 7
57. | Analis Tata Laksana 7
58. | Analis Tata Ruang 7
59. | Analis Tata Usaha 7
60. | Bendahara 7
61. | Kepala Kamar Mesin 7
62. | Markonis 7
63. | Masinis Kapal 7
64. | Mualim Kapal 7
65. | Pembina Karakter 7
066. | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 7
67. | Penelaah Pengembangan Usaha 7
68. | Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan 7
69. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7
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KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
70. | Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu 7
71. | Penyusun Kurikulum Modul dan Bahan Ajar 7
72. | Penyusun Laporan Barang Milik Negara 7
73. | Penyusun Laporan Keuangan 7
74. | Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 7
75. | Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 7
76. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga 7
dan Perlengkapan
77. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
78. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 7
79. | Penyusun Rencana Kehumasan dan 7
Perpustakaan
80. | Penyusun Rencana Pengujian 7
81. | Penyusun Rencana Sistem Perkarantinaan 7
82. | Jurnalis 6
83. | Juru Masak Kapal 6
84. | Juru Mesin 6
85. | Juru Mudi 6
86. | Kelasi 6
87. | Oiler 6
88. | Operator Speedboat 6
89. | Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran 6
90. | Pengelola Bahan Kepelabuhan Perikanan 6
91. | Pengelola Bahan Perencanaan 6
92. | Pengelola Bangunan Gedung 6
93. | Pengelola Barang Milik Negara 6
94. | Pengelola Data 6
95. | Pengelola Database 6
96. | Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 6
97. | Pengelola Dokumen Perizinan 6
98. | Pengelola Dokumentasi 6
99. | Pengelola Gaji 6
100. | Pengelola Informasi Kerja Sama 6
101.| Pengelola Instalasi 6
102. | Pengelola Kapal Perikanan dan Alat Penangkap 6
Ikan
103. | Pengelola Kebutuhan Logistik 6
104. | Pengelola Kepegawaian 6
105. | Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6
106. | Pengelola Keuangan 6
107. | Pengelola Kurikulum 6
108. | Pengelola Laboratorium 6
109. | Pengelola Laporan Keuangan 6
110. | Pengelola Layanan Kehumasan 6
111. | Pengelola Layanan Operasional 6
112.| Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 6
113. | Pengelola Monitoring dan Evaluasi 6
114.| Pengelola Mutu 6
115. | Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran 6
116. | Pengelola Pelayanan Kesehatan 6
117.| Pengelola Pemasaran 6
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118.| Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan 6

dan Kawasan Konservasi
119. | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 6
120. | Pengelola Pengawakan Kapal Pengawas 6
121.| Pengelola Pengawasan 6
122. | Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha 6
123. | Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai 6
124. | Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6
125. | Pengelola Perjalanan Dinas 6
126. | Pengelola Perpustakaan 6
127.| Pengelola Program dan Kegiatan 6
128. | Pengelola Program dan Laporan 6
129. | Pengelola Program Sertifikasi Pendidik 6
130. | Pengelola Rumah Tangga 6
131. | Pengelola Sampel Pengujian 6
132. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 6
133. | Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6
134. | Pengelola Sarana dan Prasarana Taman 6
135. | Pengelola Sertifikasi 6
136. | Pengelola Sistem dan Jaringan 6
137. | Pengelola Sistem Informasi Manajemen 6

Kepegawaian
138. | Pengelola Surat 6
139. | Pengelola Teknis Perikanan Budidaya 6
140. | Pengolah Data 6
141. | Pengolah Data Informasi dan Hukum 6
142. | Pengolah Data Kelembagaan 6
143. | Pengolah Data Pelayanan 6
144. | Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan 6

Informasi
145. | Pengolah Data Perbendaharaan 6
146. | Pengolah Informasi Media 6
147. | Petugas Protokol 6
148. | Pranata Barang dan Jasa 6
149. | Sekretaris 6
150.| Serang 6
151. | Verifikator Keuangan 6
152. | Pengolah Data dan Informasi 6
1583. | Pengadministrasi Anggaran 5
154. | Pengadministrasi Barang Milik Negara S
155. | Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi S
156. | Pengadministrasi Hukum S
157.| Pengadministrasi Kepegawaian S
158. | Pengadministrasi Kependidikan S
159. | Pengadministrasi Kesiswaan S
160. | Pengadministrasi Keuangan S
161. | Pengadministrasi Pelatihan S
162. | Pengadministrasi Pengujian 5
163. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program S
164. | Pengadministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri S
165. | Pengadministrasi Perpustakaan S
166. | Pengadministrasi Persuratan S
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167.| Pengadministrasi Sarana dan Prasarana S
168. | Pengadministrasi Sertifikasi S
169. | Pengadministrasi Umum S
170. | Penjaga Asrama S
171.| Teknisi Gedung atau Bangunan S
172.| Teknisi Laboratorium S
173. | Teknisi Laboratorium dan Bengkel S
174.| Teknisi Listrik dan Jaringan S
175. | Teknisi Mesin S
176. | Teknisi Perikanan Budidaya 5
177.| Teknisi Sarana dan Prasarana S
178. | Komandan Petugas Keamanan 4
179. | Pengemudi 3
180. | Petugas Keamanan 3
181. | Petugas Penggandaan 3
182. | Pramu Kebersihan 3
183. | Pramu Benih Ikan 1
184. | Pramubakti 1

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik
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